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KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE
MASALAH DAN PELAKSANAANNYA
( Studi Di Pengadilan Negeri Medan )

Hakim Tua Harahap*:
Darwinsyah Minin
Taufik Siregar ~

ABSTRAK

Peranan Badan Arbitrase di dalam penyelesaian sengketa bisnis di bidang
Perdagangan dewasa ini menjadi sangat penting, banyak kontrak menyelipkan
klausula arbitrase dan ternyata bagi kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa
melalui badan arbitrase ini memberi keuntungan sendiri dari pada melalui Badan
Peradilan nasional ataupun Peradilan Konvensional. Pemilihan Badan Arbitrase
ini sebagai salah satu acara penyelesaian sengketa bisnis disebabkan di dalam
pemenksaan perkara akan terjamin kerahasiaan sengketa para pihak, waktu yang
relatif cepat. Dalam praktelanya, tidak semua para pihak dapat menerima putusan
arbitrase, apalagi pihak yang merasa dikalahkan oleh putusan arbitrase itu,
sehingga timbul persoalan apa upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak
yang hendak melaksanakan bunyi putusan arbitrase itu, tentunya satu-satunya
jalan adalah dengan mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Arbiter.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) Medan dan Pengadilan Negeri Medan karena kedua lembaga
inilah yang berhubungan dengan permasalahan eksekusi putusan arbitrase.
Lembaga arbitrase yang dibentuk tidak mempunyai payung hukum untuk
melaksanakan ataupun mengeksekusi putusannya sendiri, sehingga putusan
tersebut harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Sifat dan cara menjatuhkan
putusan antara putusan Pengadilan Konvensional dengan putusan arbiter berlainan,
ternyata status dan eksistensi kedua putusan itu secara de jure dan de facto di
bedakan, buktinya di satu pihak secara normatif Undang-Undang Nomor 30 tahun
1999 menyatakan putusan arbitrase memiliki status dan kekuatan hukum yang
setara dengan putusan hakim, hal tersebut dilihat dari substansi dan sistematika
putusan arbitrase (vide pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
Namun kenyataannya dalam praktek terdapat perbedaan dalam hal pengakuan
putusan arbitrase ketika hendak dilaksanakan (eksekusi) karena terdapat beberapa
svarat yang imperatif dan harus diikuti dalam rangka pelaksanaan isi putusan
arbitrase. Perlakuan yang sifatnya seolah-olah putusan arbitrase seperti dibawah
putusan pengadilan seharusnya tidak perlu terjadi, apabila kita dengan seksama
mencermati bunyi substansi pasal 51 ayat (1), dimana tidak terdapat perbedaan
antara putusan arbitase dengan putusan pengadilan.
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Berdasarkan dari latar belakang di atas, menimbulkan suatu perumusan
masalah yaitu : a) Bagaimana kekuatan hukum dari makna kata Final dan Binding
yang terdapat pada keputusan arbitrase ? b) Bagaimana Pelaksanaan eksekutorial
putusan arbitrase terhadap pihak yang kalah ? c) Apakah Pengadilan Negeri
berhak melakukan penolakan terhadap pelaksanaan isi putusan arbitrase dan apa
landasan hukum penolakan tersebut ?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini bersifat deskriptif
analisis dengan pendekatan hukum nomatif yang menyebutkan bahwa penelitian
semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (doctrinal research),
yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law
as it is written in the book), maupun hukum tentang pelaksanaan eksekusi putusan
arbitrase sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kekuatan hukum
dari kata final dan binding di dalam suatu keputusan arbitrase, pada hakikatnya
adalah konsekuensi dari pilihan para pihak yang telah disepakati untuk dengan
sukarela (Voluntary Method) menetapkan lembaga arbitrase sebagai media
menyelesaikan perselisihannya. Pelaksanaan eksekutorial suatu keputusan arbiter
pada dasamya (teoritis) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh para pihak yang
berdasarkan putusan arbiter dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam
perselisihan tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan isi suatu keputusan arbitrase,
sesuai dengan sifatnya final dan binding, tidak dapat ditolak oleh pihak yang oleh
arbiter dinyatakan kalah. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang tercantum
sebagai klausula Eksekutorial yaitu berdasarkan Pasal 60 jo Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999.

Oleh karena itu Untuk menghindari ketidakpastian hukum yang pada
gilirannya dapat menurunkan kepercayaan terhadap legitimasi keputusan lembaga
Arbitrase, maka kepada para pihak yang mencantumkan akan memilih
penyelesaian perselisihan secara non litigasi, perlu diberikan advokasi dan
konsultasi terlebih dahulu mengenai konsekuensi yang akan dihadapi dengan
menyetujui/menyepakati penggunaan jasa pihak ketiga netral (arbitrase, mediasi,
konsiliasi) dalam penyelesaian perselisihan; Agar pelaksanaan eksekutorial dari
isi keputusan arbiter dapat terealisasi secara baik dan benar, tanpa ada keberatan
dari pihak tereksekusi, maka perjanjian pokok diantara para pihak sebaiknya
terlebih dahulu sejak awal atau sebelum terjadi perselisihan didaftarkan ke
Pengadilan Negeri untuk menguatkan dan menghindari keberatan dalam
implementasinnya; Untuk menghindari penolakan atas pelaksanaan isi keputusan
arbiter maka persyaratan-persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 20, 58, dan 70
harus dipenuhi oleh para pihak yang memilih dan menentukan penyelesaian
perselisihan melalui jasa pihak ketiga netral (arbitrase, mediasi, konsilidasi
maupun konsiliasi).

Kata Kunci :
- Eksekutorial
- Putusan Arbitrase
- Masalah dan Pelaksanaannya
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THE STRENGTH EKSEKUTORIAL THE DECISION OF
THE PROBLEM AND HIS IMPLEMENTATION
(The Study In The Medan District Court)

Hakim Tua Harahap ;
Darwinsyah Minin
Taufik Siregar ~

ABSTRACT

The role of the Arbitration Body in the resolution of the business dispute
in the Trade field today becomes very important, many contracts slipped the
arbitration clause and evidently for the circle the business of the method of the
dispute resolution through this arbitration body gave the profit personally than
through the national Judicature Body or the Conventional Judicature. This
election of the Arbitration Body was as one of the agendas of the resolution of the
business dispute caused in the case inspection will be guaranteed by dispute
secrecy of the sides, relatively fast time. In practice, not all of the sides could
accept the decision of arbitration, moreover the side that felt was overcome by the
decision of the arbitration, so as to emerge the problem whether legal efforts that
must be carried out by the side that will carry out the decision sound of the
arbitration, definitely the only road was by lodging the Execution Request towards
the Decision of the Arbiter.

This research will take the location on the National Indonesian Arbitration
Body (BANI) Medan and the Medan District Court because of the two agencies
that was connected with the problem of the execution of the decision of arbitration.
The arbitration agency that was formed did not have the legal umbrella to carry
out or execution his decision personally, so as this decision must be carried out by
the District Court. The characteristics and the method dropped the decision
between the decision of the Conventional Court and the decision of the different
arbiter, evidently the status and the existence of the two decisions de jure and de
facto in distinguished, his proof on the one hand normatively number regulations
30 in 1999 stated the decision of arbitration had the status and legal force that
were equal to the decision of the judge, this matter was seen from the substance
and sistematika the decision of arbitration (vide the article 54 articles 1 number
Regulations 30 in 1999). However the fact is in practice was gotten by the
difference in the matter of the acknowledgment of the decision of arbitration when
being carried out (the execution) because of being gotten by several imperative
conditions and must be followed in the implementation of the contents of the
decision of arbitration. The treatment that his characteristics as if the decision of
arbitration as being supervised by the decision of the court necessarily might not
happen, if we thoroughly paid close attention to the sound of the article substance
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51 articles (1), where being not gotten by the difference between the decision
arbitase and the decision of the court.

Be based on from the background above, caused a formulation of the
problem that is: a) how legal force from the meaning Final words and Binding that
was met in the decision of arbitration ? b) how the Implementation eksekutorial
the decision of arbitration against the side that lost ? ¢c) Whether the entitled
District Court carried out the refusal of the implementation of the contents of the
decision of arbitration and whether this base of the refusal law ?

To answer this problem this research was descriptive the analysis with the
normative legal approach that mentioned that the research of this kind was also
mentioned with the research term doktrinal (doctrinal research), that is the
research that analysed the good law that was written in the book (law the USA it
Is written in the book), and the law about the implementation of the execution of
the decision of arbitration so as to produce a conclusion that legal force from final
words and binding in a decision of arbitration, in his essence was the
consequences of the choice of the sides that were agreed to to willingly
(Voluntary Method) appointed the arbitration agency as the media to resolve his
dispute. The implementation eksekutorial a decision of the arbiter basically
(theoretical) could be carried autonomously out by the sides that were based on
the decision of the arbiter was stated as the side that won in this dispute. Basically
the implementation of the contents of a decision of arbitration, in accordance with
his characteristics the final and binding, could not be refused by the side that by
the arbiter was stated lost. This matter was the consequences that were included as
the Eksekutorial clause that is based on the Article 60 Jo number regulations 30 in
1999.

Because of that To avoid Avoided the legal uncertainty that in turn could
reduce the belief in legitimisation of the decision of the Arbitration agency, then
to the sides that included will choose the dispute resolution in a manner non
litigasi, must be given by advocacy and consultations before concerning the
consequences that will be dealt with with agreed to the use of the third party's
neutral service (arbitration, the mediation, conciliation) in the dispute resolution;
So that the implementation eksekutorial of the contents of the decision of the
arbiter to be able to be realised well and truly, without having the objection from
the side execution, then the main agreement around the sides better before since
the beginning or before the dispute happening was registered to the District Court
to strengthen and avoid the objection in implementation him; To avoid the refusal
of the implementation of the contents of the decision of the arbiter then conditions
as the provisions of the Article 20, 58, and 70 must be filled by the sides that
chose and determined the dispute resolution through the third party's neutral
service (arbitration, the mediation, konsilidasi and conciliation).

The key word:

- Eksekutorial

- The Arbitrase Decision

- The Problem and his Implementation
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan wujud dari
perkembangan perdagangan yang dahulunya masih merupakan perdagangan
dalam negeri telah meningkat menjadi bisnis antar negara dan bila terjadi
perselisihan di antara sesama pebisnis, penyelesaian perselisihan itu diharapkan
dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta memperoleh kepastian hukum, dan
bila perlu tidak terekspos ke masyarakat umum yang akan berdampak buruk pada
kelancaran bisnis mereka.

Di Indonesia, masyarakat pada umumnya menyelesaikan perselisihan di
antara merecka melalui lembaga peradilan atau dengan istilah dengan
menggunakan jalur litigasi. Arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian
Sengketa belum memperoleh tempat, sehingga jumlah perkara menjadi
menunggak di Mahkamah Agung, maka tak heran apabila pihak luar
mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia ini, demikian Litigios seperti di
Amerika Serikat, bagaimana pula kalangan dunia usaha seperti pedagang.

Bila menyanggahnya dan menyatakan diri sebagai suatu bangsa yang
senantiasa mengupayakan musyawarah dan menjauh dari konflik atau sengketa,
maka kita harus mencoba menampilkan suatu bukti, antara lain mungkin merujuk

bahwa ratio antara jumlah penduduk dengan perkara yang menunggak tidaklah
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signifikan. Namun begitu, pernyataan dan kesan publik khususnya dunia luar akan
hal ini cukup merisaukan. Diperkuat dengan adanya persepsi publik yang
menyatakan bahwa hampir setiap perkara yang masuk pengadilan senantiasa
berlanjut hingga ketingkat paling akhir,yakni hingga ke Mahkamah Agung,
bahkan ke upaya Peninjauan Kembali (PK) apapun keputusan yang dijatuhkan
oleh pengadilan. Dengan demikian mungkin perlu dijajaki tentang tidak saja
jumlah perkara yang masuk secara kuantitatif, namun juga berapa persen dari
yang masuk ke tingkat pertama yang tidak berlanjut ke atas.

Data yang ada itu akan memberikan gambaran kepada kita semacam
gambaran awal (hind-sight) bahwa ternyata bukan orang kita yang suka
berperkara, karena yang sudah berperkara menganggap bahwa peradilan bukanlah
tempat untuk “Menyelesaikan perkara”, namun justru sebaliknya yakni upaya
untuk tidak menyelesaikan dan sekaligus merupakan indikasi untuk bertarung
untuk melampiaskan kekesalan dengan menghukum pihak lawan, melalui jalan
yang sulit, mahal, penuh tekanan dan pengorbanan. Suatu proses “Painstaking”
vang konon dapat membuat orang bangkrut atau ingin segera mengakhiri hidup.
Sikap seperti ini sebenarnya didasari niat akan melayani seberapa lamapun dan
seberapapun biayanya dan berikut resikonya.Suatu sikap yang amat jauh dad
keinginan untuk cepat menyelesaikan perkara seefisien mungkin.

Oleh sebab itu amat jarang para pihak untuk menerima keputusan tingkat

pertama, bahkan bila perlu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dari
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